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mstrak

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang
besar terhadap perkembangan industri halal dan syariah. Namun sayangnya, potensi tersebut belum
diimbangi dengan prestasi yang baik di tingkat global. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan
wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan
maupun barang-barang konsumsi lainnya. Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan
tidak hanya sekedar produk halal tapi juga menjadi gava hidup halal. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normative dengafBhetode penelitiannya adalah penlitian kepustakaan. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal.
Untuk menjadi  pemain utama industri  halal dunia, perlu  dukungan penuh dari
pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuar secepar mungkin agar tujuan dan perkembangan
industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia
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A. Pendahuluan

Gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya
meng gejala pada negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk
mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan pangan halal meningkat di kancah global beriringan
dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang
berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan- kebutuhan wisata itu sendiri.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen
muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk
mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di
seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk
peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahimya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa
mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan
dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.

Mengonsumsi pangan dan produk lain yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja
terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Maka
dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi
warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen)
juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka
dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi
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yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis di antaranya
melalui regulasi.!

Begitu pula dalam masyarakat internasional, masalah kehalalan produk dalam sistem perdagangan
internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen
umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan
berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa,
dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan
internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi
internasional berpengaruh antara lain WHO, FAQO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang
melanda dunia. Tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim,
tetapi juga negara berpenduduk mayortas non muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah
menerapkan sistem halal. Sebut saja seperti Japan Airlaines, Singapore AirLines, Qantas, America
Airlines, yang menyediakan menu halal (Moslem meal). Gejala halal juga merambah negara Amerika,
Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.?

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan hukum yang mengatur
tentang produk halal di Indonesia? dan apa tantangan dalam pengembangan industri halal dalam
memenuhi gaya hidup halal secara global?. Tentu penaian ini bertujuan untuk menjawab secara jelas
dari apa yang telah dirumuskan dalam permasalahan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana peraturan hukum mengatur tentang produk halal di Indonesia dan mengetahui
apa saja tantangan dalam pengembangan industri halal dalam memenuhi gaya hidup halal secara global.
[rlam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, maka
penelitian ini dilakukan dengan jenis penlitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode
penelitian keplaakaan (library Reasearch) yang menjadikan data skunder sebagai bahan baku
utamanya yaitu terdiri dari bahan hukum primer berupa teori, norma, kaidah dan pendapat ahli hukum,
bahan-bahan hukum sekunder dan tertier yang terkait dengan permasalahan.

B. Pembahasan

1. Peraturan Hukum Produk Halal di Indonesia

Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan
operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana
penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan,
sentral, humanis, progresif, akamodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadimya Undang- Undang
Jaminan Produk Halal ?

Pengertian produk halal terdapat dalam Undaa—Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (JPH) pada Pasal | ayat (2) yaitu: “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan
halal sesuai dengan syariat Islam”. Tujuannya adalah memberikanm]indungan dan jaminan tentang
kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal
hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan
transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan
Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan
Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai
tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan men jual Produk Halal.

Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga
gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle

U Ali Yafie, dkk., Fikih Perdagangan Bebas , Jakarta: Teraju, (2004), p. 77.
2 mzrun Ni'am Sholeh, “Halal Jadi Tren Global”, Majalah GATRA 29, Juli (2015): p. 34-35

* Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja
Pressindo, (2014), p. 351.
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@yrer (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah. Keenam sektor tersebut industri halal yaitu
makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini
memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya
sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.

Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik
berkembang sangat pesat, hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan
pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari
yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil
rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak
disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu
kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan,
kjmmjiokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka ada
penjamin dan kepastian hukuw:ntang penjaminan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk
Halal (UUJPH) disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17
Oktober 2014. UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke
dalam hukum nasional melalui proses legislasi, sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu
dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang
Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji, Undang-Undang
Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung
disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan
yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.*

Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki kayakinan agama
yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara
Republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945
vang berdasarkan Ketuhanan.’

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur
tentang:

1) Untuk menjamin ketersediaan Pmdulﬁla]a.l, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik
bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan
melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses G(ayasa genetik. Di samping itu, ditentukan
pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yvang mencakup
penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian Produk.

2) Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian
terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan vang
diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan
Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

3) Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenangnya. BPJH bekerja
sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH).

@Sunlana, Politik Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, (2014), p. 83.
3 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, (2010), p. XIII.
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4) Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh
Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan {)]elmPH. LPH tersebut harus
memperoleh akreditasi dari BPJTH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk
dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal
Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan
Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

5) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat
Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Prcmc Halal (JPH),
Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran
pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah,
perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya
sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan

terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal,

pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

6) Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi
administratif dan sanksi pidana.

Dalam melindungi konsumen muslim pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk
makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, tidak hanya ditujukan pada produk yang telah
terdaftar, namun juga dilakukan pengawasan terhadap produk yang belum terdaftar kehalalannya.®
Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)
mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha
hingga sampai kaangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum terberaknya Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan Menteri
dan Keputusan Bersama Menteri.

Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan
perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan
panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat
konsumen, serta hagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Sesuai dengan amanat
UUJPH, sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang
diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJIPH) vang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen
semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan
adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi. sehingga UUJPH akan berdampak
positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi
perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen
sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat

¢ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, (2013), p.124.
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non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan
sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.’

2. Tantangan Dalam Pengembangan Industri Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal

Secara Global

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini sebenarnya dapat
menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Agar
mampu bersaing dalam pasar industri halal di dunia tentu jalannya tidak mudah. Menurut Marketline,
bahwa halal adalah proses yang terkait dengan keyakinan agama dan sulit untuk mengontrol dan
jaminan, serta kurangnya sertifikasi halal bisa menimbulkan tantangan tersendiri untuk pengembangan
masa depan karena merupakan komponen penting dari kepercayaan konsumen.

Tantangan Pengembangan Produk Halal di Indonesia dalam pengembangan produk halal juga
menghadapi beberapa kendala yang sama dengan dalam kendala di tingkat global. Kendala-kendala
tersebut mencakup kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal, kurangnya sertifikasi halal, masih
perlu penegakan integritas pengaturan halal, perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan
dan investasi, keterbatasan sumber daya dan substitusi bahan baku, rendahnya kesadaran akan produk
halal di luar segmen non-makanan, dan perlu tenaga kerja berkualitas.

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam tentu tidak mau ketingggalan
untuk menggarap potensi bisnis industri halal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk
mengembangkane"ldustri halal. Dari segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan
diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Jaminan Produk Halal ini
bertum] untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk
halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah
bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal .

Akan tetapi industri halal di Indonesia saat ini masih belum berkembang. Indonesia masih tertinggal
dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang dalam
mengembangkan industri halal. Menurut Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch
(IHW), perkembangan industri halal Indonesia berjalan stagnan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di
Indonesia belum menganggap industri halal sebagai pegjang bisnis penting, padahal industri halal saat
ini telah menjadi trend global di dunia. Di samping itu, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan dan
mempercepat pertumbuhan industri halal belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan terhadap
pertumbuhan dan percepatan industri halal.

Berbagai kendala telah menghambat dan memperlambat para pelaku usaha untuk melakukan
sertifikiasi halal atas produknya. Usaha untuk meningkatkan industri halal di Indonesia terhalang dengan
masalah teknis yang berdampak negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan industri halal di
Indonesia. Dengan kondisi seperti ini tentu Indonesia tidak mampu menjadi pemain utama dalam
industri halal dan bersaing dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Jepang.
Pemerintah terlihat kurang serius dan setengah hati dalam mengembangkan industri halal. Berbeda
halnya dengan beberapa negara yvang disebutkan di atas di mana pemerintahnya mendukung penuh
perkembangan industri halal di negaranya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi yang
dijalankan dengan serius, cepat dan tepat.

Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari
pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan
industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia. Perlu dipikirkan
perkembangan ekonomi syariah secara konfrehensif dengan tidak hanya terfokus kepada keuangan

" Ma’ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, (2010}, p. 79.
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syariah saja. Peran KNKS yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan otoritas terkait diharapkan
dapat mempermudah dilakukannya koordinasi yang selama ini sulit dilakukan sehingga perkembangan
industri halal di Indonesia dapat berkembang dengan pesat.*
Ada beberapa kendala dalam mengembangi produk halal secara global
1) Kesulitan Mengontrol dan Menjamin Produk Halal

Karena halal berupa proses yang terkait dengan keyakinan agama dan karena itu sulit dikontrol dan
dijamin. Dari sudut pandang konsumen juga masih terdapat kendala untuk mengevaluasi dan
memverifikasi apakah suatu produk halal atau tidak bahkan setelah mengkonsumsi produk tersebut.
Oleh karena itu, sebagian besar konsumen harus bergantung pada penjual dan/atau mempercayai
informasi yang tertera pada label produk sehingga menjadi panduan pada saat pembelian. Dalam kasus
halal, dituntut kepercayaan pada label produk terhadap semua proses halal termasuk penanganan dan
keselamatan. Dan yang terakhir dikaitkan dengan efektivitas proses penyembelihan hewan dimana
semua darahnya harus dipastikan keluar semua, terhindar dari potensi sumber kontaminasi bakteri,
sehingga dihasilkan daging yang sehat.
2) Kurangnya Sertifikasi Menjadi Tantangan Pertumbuhan Produk Halal

Pasar halal memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun, sebagian besar negara-negara
Muslim tidak menerapkan sertifikasi halal sebagai persyaratan wajib. Kurangnya sertifikasi halal oleh
badan yang diakui dan dihormati bisa menimbulkan tantangan untuk pengembangan di masa depan.
Karena sampai saat ini sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim belum mempersyaratkan
sertifikasi halal, karena mereka sering tidak mampu menyediakan produk bersertifikat halal untuk pasar
internasional. Penyertifikasian halal yang kompeten menguji aditif, alat bantu pengolahan, pelumas,
kemasan, dan bahan kimia sanitasi.
3) Perusahaan Halal Kesulitan Mencari Dukungan Pembiayaan dan Investasi

Tantangan utama yang menghambat perkembangan pasar halal adalah kurangnya dukungan di jasa
keuangan dan investasi. Meskipun pasar halal cukup besar, banyak perusahaan dalam rantai pasokan
halal, terutama di segmen makanan, merupakan perusahaan kecil dan terpisah-pisah, berjuang untuk
mencapai skala ekonomi dan beroperasi secara efisien.
4) Larangan Terhadap Produk Halal

Pertumbuhan pasar halal, terutama di negara-negara Barat ditantang oleh reaksi negatif terhadap
produk halal, karena iklim politik negatif yang terkait dengan umat Islam. Reaksi ini sekarang
memperluas ke tingkat regulasi halal pemerintah, karena beberapa negara membatasi atau melarang
daging halal.
5) Keterbatasan Sumberdaya dan Substitusi Bahan Baku

Dalam memeproleh sumber bahan baku halal menghadapi permasalahan bagi pelaku usaha di pasar
halal. Biaya, kualitas, konsistensi dan ketersediaan bahan baku, serta kemungkinan terbatas substitusi
adalah masalah besar di sini. Misalnya, bahan yang paling umum dari produk makanan, gelatin halal,
telah dikembangkan. Hal ini sudah mendapatkan perhatian besar tetapi penerapan dalam skala lebih luas
dan masih perlu diperhatikan. Substitusi kandungan halal terhadap kandungan bahan non-halal yang
biasa digunakan secara umum merupakan kesempatan yang besar untuk pemasok global terutama untuk
produsen khusus dalam rantai nilai farmasi dan kosmetik. Misalnya, karena mayoritas lapisan gelatin
digunakan dalam pengobatan dan vitamin di pasar berasal dari sumber-sumber non-halal, ada peluang
besar bagi perusahaan yang menghasilkan alternatif dengan bahan yang halal.

6) Rendahnya Kesadaran akan Produk Halal di Luar Segmen Non-Makanan

®  https://business-law binus.ac.id, “Tantangan Industi Halal di Indonesia™, diakses melalui https:/business-
law binus ac.id/2017/12/29/tantangan-industri-halal-di-indonesia/.
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Saat ini kesadaran akan produk halal berkembang di kalangan konsumen Muslim, masih dalam
masa pertumbuhan, terutama terhadap segmen produk makanan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam
kesadaran dalam memanfaatkan barang dan jasa halal dalam basis pelanggan Muslim secara global.
Misalnya, di negara-negara mayoritas Muslim, kebanyakan konsumen akan menganggap semuanya
kredibel halal sementara di pasar yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim, konsumen akan mencari
verifikasi halal. Sejumlah besar konsumen terutama di pasar mayoritas Muslim yang ambivalen atau
tidak menyadari bahan yang tidak diperbolehkan dalam obat atau kosmetik, karena mereka
mengasumsikan bahwa pemerintah mengelola hal itu.

C. Penutup

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas
betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke
tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal
selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi
produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan
memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal
kepada konsumen.

Di samping ada kesempatan, pada saat yang sama juga menghadapi beberapa tantangan baik di
dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri terdapat perusahaan-perusahaan yang keberatan dengan
penerapan sertifikasi halal, padahal di Negara lain mereka berupaya mengimplementasikan sertifikasi
halal atas produk-produk mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah munculnya beberapa
Negara baru yang mengembangkan produk halal, seperti Filipina, Thailand, Singapura, China, Vietham
dan Korea Selatan, di samping beberapa Negara yang sudah lebih maju dalam mengembangkan produk-
produk halal seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Kuwait,
Qatar, Jordan, Indonesia, Singapura, Sudan, Mesir, Iran dan Bangladesh.
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